GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 43 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 40
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SERTA

Menimbang

Mengingat

SEKOLAH BERASRAMA NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
Serta Sekolah Berasrama Negeri telah diatur dengan
Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020;

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penerimaan
peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
Negeri Serta Sekolah Berasrama Negeri, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur
Nomor 40 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 tahun 2020
tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri
Serta Sekolah Berasrama Negeri;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra
Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai
Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,
Sekolah Menengah Kejuruan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
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8. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor
40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan
Sekolah Luar Biasa Negeri Serta Sekolah Berasrama
Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA DAN
PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI SERTA SEKOLAH BERASRAMA NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2020
tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa
Negeri serta Sekolah Berasrama Negeri (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 36

Calon peserta didik baru SMA dan SMK mendaftar melalui situs PPDB

dalam jaringan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. buka laman http://ppdbsumbar.id;

b. menginputkan data diri pada format yang tersedia di laman
http://ppdbsumbar.id; dan

c. bukti pendaftaran dapat dicetak (print out) langsung oleh calon
peserta.

Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan

pendidikan SMA dalam zonasi dan/atau 2 (dua) satuan pendidikan SMK.

Calon peserta didik yang memilih SMK dapat memilih 2 (dua) kompetensi

keahlian yang berbeda pada satu satuan pendidikan dan/atau 2 (dua)

satuan pendidikan yang berbeda kompetensi keahlian yang sama.

Bagi calon peserta didik yang tamat SMP/MTs/Paket B sebelum tahun

pelajaran 2019/2020 terlebih dahulu melakukan pra pendaftaran di

http://ppdbsumbar.id
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2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41

Seleksi calon peserta didik baru SMA melalui jalur prestasi dilaksanakan
berdasarkan perangkingan nilai:
a. Prestasi akademik :

1. Akumulasi nilai rapor semester I sampai dengan semester V mata
pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA, dan
Akreditasi Sekolah;

2. Jika terdapat kesamaan nilai maka perangkingan dilaksanakan dengan
memperhatikan rerata nilai mata pelajaran Matematika, [IPA dan
Bahasa Indonesia.

b. Prestasi non akademik :

1. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan perorangan di bidang non-
akademik pada tingkat tertinggi;

2. Jika terdapat nilai yang sama maka perangkingan dilaksanakan dengan
memperhatikan rerata nilai Matematika, IPA dan Bahasa Indonesia.

c. Jalur Tahfiz :

1. Memiliki sertifikat Tahfizh Al-Qur’an yang dikeluarkan oleh lembaga
yang berwenang;

2. Tahfizh Al-Qur’an minimal 2 (dua) Juz dan rerata rapor semester I
sampai dengan semester V kelompok mata pelajaran [PA dan
Matematika minimal 75 (tujuh puluh lima).

d. Pembobotan nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1 sebagai berikut:

1. bobot prestasi tingkat Internasional medali emas 12 (dua belas), medali
perak 11 (sebelas), dan medali perunggu 10 (sepuluh);

2. bobot prestasi tingkat Nasional medali emas 9 (Sembilan), medali perak
8 (delapan), dan medali perunggu 7 (tujuh);

3. bobot prestasi tingkat Provinsi medali emas 6 (enam), medali perak 5
(lima), dan medali perunggu 4 (empat); dan

4. bobot prestasi tingkat Kota/Kabupaten medali emas 3 (tiga), medali
perak 2 (dua), dan medali perunggu 1 (satu).

e. Nilai prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada huruf d diambil
dari nilai sertifikat tertinggi.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 48

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan
jalur pendaftaran dalam PPDB.

(2) Pengumuman peserta didik baru yang diterima sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat di akses melalui laman http://ppdbsumbar.id atau
melalui media komunikasi lainnya.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 49

(1) Calon peserta didik yang diterima, mendaftar ulang secara daring di
laman http://ppdbsumbar.id.
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(2) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka pendaftaran ulang
dilakukan langsung pada satuan pendidikan.

(3) Calon peserta yang dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada
jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan gugur
haknya untuk diterima pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera
Barat.
Ditetapkan di Padang

pada tanggal 29 Juni 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 43
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